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INTISARI 
Tesis yang berjudul “Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian 
Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960” ini menjawab permasalahan apakah pengaturan pengecualian larangan 
pemilikan tanah pertanian secara absentee bagi pegawai negeri sipil sinkron dengan 
prinsip kesamaan hak atas tanah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan 
apakah pengaturan pengecualian larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee 
tersebut telah mewujudkan tujuan hukum. 
 
Tujuan tesis ini mengenai Sinkronisasi Pengaturan Pengecualian Larangan 
Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil Dengan 
Prinsip Kesamaan Hak Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Selain itu 
untuk mengetahui Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian 
Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum 
dalam hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, kemanfaat hukum dan keadilan 
hukum. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. 
 
Pembahasan dalam tesis ini adalah Pengaturan Pengecualian Larangan 
Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai 
atau sudah sinkron dengan Prinsip Kesamaan Hak atas tanah dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960. Karena pada dasarnya Pegawai Negeri Sipil tidak dapat 
menentukan sendiri dimana mereka tinggal. Pengaturan Pengecualian Larangan 
Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam 
mewujudkan Tujuan Hukum yaitu Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan 
Keadilan Hukum. 
 
 
Kata Kunci : Tanah Pertanian, Tanah Absentee, Pegawai Negeri Sipil, Prinsip 
Kesamaan Hak Atas tanah, Tujuan Hukum (Kepastian Hukum, 
Kemanfaatan Hukum, Keadialan Hukum) 
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ABSTRACT 
 
This thesis entitled “Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian 
Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960” to answer the first problem that the current ban exceptions absentee ownership 
of agricultural land for civil servants in sync with the principle of equality of land 
rights in Act No. 5 of 1960. The second issue in this matter to determine whether the 
exemption arrangements ownership ban The absentee agricultural land has been 
realizing the purpose of the law. 
   
This thesis discussion about the Synchronization Settings Exceptions 
Prohibition Agricultural Land Ownership In Absentee For Civil Servants Principle of 
Equal Right With The Law No. 5 of 1960. In addition to knowing the Prohibition 
Exceptions Settings Agricultural Land Ownership In Absentee For Civil Servants 
Law In Achieve Objectives in this case with regard to legal certainty, kemanfaat law 
and legal justice. 
 
 The Discussion in this thesis is the exception to the prohibition of setting farm 
land holding in absentee for civil servant is in complianance with the principle of 
synchronised or equal rights over the land, because it is essentially civil servant can 
not determine where they will stay. the exception to the prohibition of setting farm 
land holding in absentee for civil servant in give shape to legal purposes that is legal 
certainty, benefit of the law and the justice of the law. 
 
 
 
Keywords : Landreform, Absentee, Civil Servant, The Principles of Land 
Right Equality, Legal Purposes (legal certainty, benefit of the 
law, the justice of the law) 
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